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Retna Dwi Priati (2021):  Pernikahan Wanita Yang Di Talak Di Luar 
Pengadilan Di Desa Beringin Jaya Kecamatan 
Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 
Menurut Perspektif Hukum Islam 
Menikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan 
diharapkan berlangsung seumur hidup. Karena pernikahan bukan hanya hubungan 
antara mempelai laki laki dan perempuan saja, melainkan hubungan antara 
keluarga kedua mempelai, termasuk didalamnya hubungan keluarga yang 
dihasilkan dari kedua pasangan tersebut. Dalam sebuah rumah tangga pasti ada 
perselisihan antara suami dan istri. Namun, alangkah baiknya perselisihan itu di 
selesaikan secra kekeluargaan, tetapi apabila perselisihan itu tidak dapat di 
selesaikan maka jalan terakhir adalah perceraian.  
Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
terjadinya pernikahan wanita yang di talak di luar pengadilan di desa Beringin 
Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi? ? (2) apa fakto-faktor 
yang mempengaruhi terjadinya pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan 
di desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi? (3) 
bagaimana pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan di desa Beringin 
Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi? 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field 
research) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Desa/Kelurahan 
Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan singingi. Subjek 
penelitian ini adalah lurah, kepala seksi, orang atau istri yang melakukan 
pernikahan, suami yang menalak dan suami baru yang menikahi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi 
menggunakan Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
Sedangkam dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif yaitu semua data yang telah penulis kumpulkan kemudian penulis 
jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas. 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwasannya perceraian di luar 
pengadilan yang terjadi di desa atau kelurahan Beringin Jaya kecamatanSentajo 
Raya, kabupaten Kuantan Singingi itu terjadi karena kurangnya nafkah lahir dan 
batin dan juga disebabkan karena pengaruh media sosial yang menyebabkan 
terjadinya perselingkuhan dan perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya pernikahan wanita yang di talak di luar pengadilan disebabkan oleh: 
nafkah yang tidak terpenuhi, karena sosial media, perselingkuhan dan KDRT. 
Pernikahan wanita yang di talak di luar pengadilan tidak sah jika belum di 
laksanakan perceraian secara resmi di pengadilan.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
1
 Perkawinan dalam istilah agama di 
sebut “Nikah“ ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan 
diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan 
kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga 
yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) 
dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT.
2
 
Pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna 
ibadah kepada Allah SWT. Mengikuti sunnah Rasululah dan dilaksanakan 
atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan 
hukum yang harus diindahkan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk 
melaksanakan pernikahan terutama bagi yang sudah siap untuk 
melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan pernikahan 
karena dibalik sebuah pernikahan terdapat banyak sekali manfaat diantaranya 
adalah mempererat hubungan sesama manusia, memelihara keturunan, 
menjaga dari kemaksiatan dan melipat gandakan pahala. Tak hanya itu, 
pernikahan juga mampu menjaga kemuliaan seseorang dan memelihara hak 
                                                             
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 2. 
2
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 9. 
 2 
serta kewajiban. Jalinan suci antara pria dan wanita dalam pernikahan 
merupakan ikatan yang mulia sehingga memberi tempat yang aman dan 
terlindungi untuk menyalurkan hasrat seseorang. 
3
 
Perkawinan merupakan salah satu anjuran Allah dan Rasulnya untuk 
melanjutkan tatanan kehidupan, sehingga dengan disyari’atkannya 
perkawinan dapat mencegah manusia dari perbuatan maksiat, kepunahan dan 
dapat membentuk keluarga sehingga membentuk satu tatanan masyarakat 
yang beraturan serta dapat saling tolong menolong di antaranya.
4
  
Allah SWT. menentukan syariat pernikahan dengan tujuan untuk 
mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan kasih sayang antara suami istri, 
antara mereka dan anak-anaknya, antara pihak yang mempunyai hubungan 




Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, membina rumah tangga 
yang sakinah mawaddah warahmah bukan perkara yang gampang dan bukan 
persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal 
pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, harus 
siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala macam rintangan dan 
tantangan serta hempasan badai rumah tangga.  
Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki 
bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal 
                                                             
3
 Imam Al Hakim, Memikat Hati Suami (Cet 2; Penerbit Insan Kamil, 2009), hal. 
4
 Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adilatuhu, juz-VII, (Damaskus: Darul Fikr, 1985). 




mencapai tujuan yang di cita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan 
dan membina rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal abadi. 
6
 
Undang-undang telah mengatur syarat dan prosedur di dalam 
pernikahan, sehingga bagi calon mempelai wajib menaati segala aturan 
tersebut. Aturan yang diadopsi dari ajaran agama dan negara tersebut 
memiliki tujuan agar calon pengantin tersebut menjadi halal dan memiliki 
kekuatan hukum yang di sahkan oleh negara. 
7
 
Dari narasi di atas dapat disimpulkan bahwa, menikah bertujuan 
untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan diharapkan berlangsung 
seumur hidup. Karena pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai 
laki laki dan perempuan saja, melainkan hubungan antara keluarga kedua 
mempelai, termasuk di dalamnya hubungan keluarga yang dihasilkan dari 
kedua pasangan tersebut.  
Secara  etimologis, talak berarti melepas ikatan, talak berasal  dari 
kata iṭlaq yang  berarti  melepaskan  atau  meninggalkan.
8
 Dalam  terminologi 
syariat, talak berarti  memutuskan  atau  membatalkan ikatan  pernikahan, 
baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak ba’in) 
maupun pada  masa  mendatang,  yakni  setelah  iddah  (jika talak berupa 
talak raj’i) dengan menggunakan lafadz tertentu. Di lihat dari konteks  yang  
melatar belakanginya, hukum-hukum talak adalah sebagai berikut: 
                                                             
6
 Opcit, hal. 2. 
7
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan 
Agama dan Zakat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 21.   
8
 Abu Malik Kamal, Fikih sunnah Wanita. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 230  
 4 
1. Wajib  jika  terjadi  konflik  antar  pasangan  suami-istri,  hakim  
menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik 
tersebut. Lalu, kedua   mediator   itu   merekomendasikan   bahwa   
sepasang suami-istri tersebutharus bercerai. Maka suami harus 
menceraikan istrinya. 
2. Sunnah  seorang  suami  dianjurkan  untuk  melakukan talak dalam  
kondisi ketika  istrinya  kerap  tidak  menjalankan  ibadah-ibadah  wajib,  
seperti shalatwajib,    serta   tidak   ada   kemungkinan   memaksa   
istrinya   itu melakukan kewajiban-kewajiban  tersebut. Talak juga  
sunnah  dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-
perbuatan maksiat. 
3. Mubah, talak boleh  dilakukan  dalam  kondisi  ketika  suami  memiliki  
istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa 
diharapkan menjadi  partner  yang  ideal  guna  mencapai  tujuan-tujuan  
pernikahan.Makruh  bila  dilakukan  tanpa  alasan  yang  kuat  atau  
ketika hubungan suami-istri baik-baik saja. 
4. Haram apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, ataukeadaan 




Dapat kita pahami bahwa, dalam pernikahan banyak sekali terjadi 
masalah keluarga yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah 
disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor dari orang tua, maupun faktor dari 
                                                             
9
 Ibid, hal. 236  
 5 
pihak suami dan istri itu sendiri. Dalam menjalani rumah tangga, kita sebagai 
suami atau istri harus bisa mengontrol emosi satu sama lain. Banyak sekali 
manisnya pernikahan hanya ada di awal pernikahan saja. Saat pernikahan 
sudah berlangsung lama, manis nya pernikahan dan  keharmonisan rumah 
tangga sudah mulai hilang dan luntur. 
Selain dari beberapa faktor di atas, ada satu faktor yang sangat 
mempengaruhi, yaitu faktor teknologi yang makin hari makin canggih. 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah menghantarkan 
manusia pada satu keadaan sulit dan diombang-ambingkan oleh kemajuan itu 
sendiri. Kehadiran situs jejaring sosial atau sering disebut dengan media 
sosial seperti Facebook, WA, Twitter,  dan Instagram merupakan salah satu 
buah dari pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada dasarnya 
berfungsi untuk menghubungkan sesuatu yang jauh menjadi dekat. Namun 
pada kenyataannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, telah 
mengubah mereka yang dekat menjadi jauh dan akhirnya menimbulkan 
polemik baru bagi tatanan kehidupan rumah tangga dewasa ini. Hal ini dapat 
terkonfirmasi lewat maraknya kisruh rumah tangga atau gangguan 
keharmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh penyalahgunaan 
media media di atas sebagai sarana informasi dan juga komunikasi.  
Penyalahgunaan media sosial sebagai sarana untuk mempublikasikan 
konten seperti profil, aktifitas, atau bahkan pendapat bahkan  mengungkapkan 
apa yang sedang disaksikan atau dia alami, keadaan sekitar dirinya, hingga 
 6 
bagaimana tanggapannya terhadap situasi. Yang nampaknya telah memicu 
disharmonisasi rumah tangga, bahkan dapat mengakibatkan perceraian. 
Pernikahan yang terkadang terjadi setelah adanya keretakan rumah 
tangga dikarenakan pengaruh baik secara materil, emosional yang tak 
terkontrol ataupun karena pengaruh media sosial adalah pernikahan yang 
dilakukan oleh suami ataupun istri sebelum mereka bercerai secara sah. 
Di masa modern ini banyak sekali terjadi pernikahan yang dilakukan 
oleh segelintir orang tanpa mengurus perceraian di pengadilan terlebih 
dahulu. Kebanyakan mereka menikah lagi hanya dengan talak secara lisan 
saja atau di bawah tangan.  
Masih banyak lagi kasus yang  sama terjadi pada Desa Beringin 
Jaya, perceraian di bawah tangan menjadi alternatif akhir sebuah ikatan cinta 
atas akad yang dilangsungkan. Namun, perceraian itu menyalahi konsep 
aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang 
dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa 
perceraian harus hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
10
 
Dalam Islam pun disebutkan bahwa dalam penyelesaian 
persengkataan rumah tangga mesti menghadirkan seorang hakam 
sebagaimana firman allah dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 35: 
لِ  ْه َأ ْن  ِم ا  ًم َك َوَح ِه  ِل ْه َأ ْن  ِم ا  ًم َك َح وا  ُث َع  ْ ب ا َف ا  َم ِه ِن ْي  َ ب َق  ا َق ِش ْم  ُت ْف ِخ ْن  ِإ ا َو َد رِي ُي ْن  ِإ ا َه
 ُ َّلله ا ِق  َوفِّ  ُ ي ا  ًح ََل ْص ِۗإ ا  َم ُ ََن ْ َي ريًا ب ِب َخ ا  ًم ي ِل َع َن  ا َّللهَ َك ا نه   ِإ
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
                                                             
10
  Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal  9 dalam 
PP Tahun 1975 
 7 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal”.
11
 (Q.S. An-Nisa : 35). 
 
Dalam ayat ini terdapat intruksi dari allah dengan mengatakan jika di 
khawatirkan terjadi kericuhan, persengketaan atau perselisihan maka saran 
allah ialah dengan mengusung perwakilan maisng-masing mempelai untuk 
menyelesaikan secara damai, dan maksud hakam disini ialah seorang hakim. 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang 
menjelaskan hakam di sini ialah seorang hakim yang dapat mencegah ketidak 
adilan pada penyelesaian persengketaan antara suami dan isteri tersebut.
12
 
Aturan dalam hukum positif dan Islam di atas,  memiliki fungsi 
kemashlahatan yang besar sejatinya, agar tercipta tatanan hukum yang adil, 
serta mencapai maksud atau tujuan pernikahan yang sebenarnya, yaitu kekal 
dan abadi. Selain dari pada itu, upaya pemerintah dalam menetapkan 
perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan, bertujuan untuk 
mempersulit perceraian atau harus mendamaikan biduk rumah tangga yang 
hampir saja karam. Karena, menurut bapak abdur rohim, wakil ketua 
pengadilan agama bangkinang menjelaskan dalam satu pertemuan bahwa, 
persoalan rumah tangga ada yang harus di selesaikan pada pengadilan agama. 




                                                             
11
 Al-Qur’an Surah an-Nisa’: 35  
12
 Ibnu katsir, Lubabut tafsir min ibnu katsir, alih bahasa oleh M abdul Ghoffar dkk, Juz-
V, (Bogor:Pustaka imam syafi’I, 2004). Hal. 302  
13
 Seminar pelatihan mediator oleh pengadilan bangkinang pada tanggal 18 Agustus 2019 
oleh bapak abdur rohim.  
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Maraknya kasus wanita yang menikah lagi dengan laki-laki lain yang 
hanya di talak secara lisan tanpa putusan pengadilan tentu harus di selesaikan. 
Karena dapat emnimbulkan beberapa kemudhorotan seperti, belum sampainya 
masa iddah isteri untuk kemudian baru boleh melakukan pernikahan baru 
dengan oprang lain. Atau bahkan rumah tangga yang masih dapat di 
pertahankan.  
Oleh karena itu, atas kasus yang kini tengah marak pada masyarakat 
Desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi, 
penulis merasa perlu untuk melakukan  penelitian dengan judul 
“PERNIKAHAN WANITA YANG DITALAK DI LUAR PENGADILAN 
DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN SENTAJO RAYA 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM”. 
 
B. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka 
penulis membatasi tentang pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan 
di desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi, 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan wanita yang ditalak di luar 
pengadilan di desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan 
Singingi, serta pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan di desa 
Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi menurut 
perspektif  hukum Islam.  
 
 9 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok atau 
titik permasalahan dari penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana terjadinya pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan 
di desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan 
Singingi? 
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan wanita yang 
ditalak di luar pengadilan di desa Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya 
kabupaten Kuantan Singingi? 
3. Bagaimana pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan di desa 
Beringin Jaya kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi 
menurut perspektif hukum Islam? 
 
D. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan  
a. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan itu bisa terjadi. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
pernikahan wanita yang ditalak di luar pengadilan. 
c. Untuk mengetahui perspektif  hukum Islam terhadap pernikahan 
wanita yang di talak diluar pengadilan. 
2. Manfaat  
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini 
nantinya bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan khazanah ilmunya. 
Secara spesifik  manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua kategori : 
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a. Secara teori  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan pengetahuan 
dan keilmuan yang berkaitan dengan pernikahan wanita yang di talak 
diluar pengadilan. 
b. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para 
praktis hukum, masyarakat umum dan para peneliti lain dalam 
mengkaji masalah pernikahan wanita yang di talak diluar pengadilan. 
 
B. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu data 
diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dapat diartikan sebagi tempat di mana penelitian 
dilakukan yang didalamnya terdapat data yang diberlakukan untuk 
menjawab permasalahan. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis 
lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di  Desa Beringin 
Jaya, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi.  
3. Subjek dan Objek Penelitian 
 Subjek dalam penelitian ini adalah lurah, kepala seksi, orang atau 
istri yang melakukan pernikahan, suami yang menalak dan suami baru 
yang menikahi. Objek dalam penelitian ini adalah pendapat mayarakat 
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terhadap pernikahan wanita yang di talak di luar pengadilan di Desa 
Beringin Jaya, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi memiliki makna yang cukup beragam, menurut Sugiyono 
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri  atas obyek dan subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peniliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.
14
Adapun 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Beringin 
Jaya, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi.  
Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat 
yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
15
 
Dari jumlah populasi penulis mengambil 7 sampel dengan menggunakan 
teknik total sampling, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari 
jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah sampling jenuh yaitu 
teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan 
sebagai sampel.
16
 Sampel yang di ambil berdasarkan pertimbangan dan 
tujuan penelitian yaitu total sampling. 
5. Sumber Data 
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini : 
a. Data Primer 
Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk 
                                                             
14
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2013). Hal. 215   
15
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 
PT. Rineka Cipta, 2011). Hal. 23  
16
 Syharsimi Ali, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). Hal. 114  
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dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan 
masalah peneliti. 
17
Sumber dari primer adalah Masyarakat Desa 
Beringin Jaya, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi. 
b. Data Sekunder 
Adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku 
yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian 




6. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai 
berikut : 
a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 




b. Wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 
pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 
data. 
20
 Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya 
jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan praktisi, 
tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti. 
                                                             
17
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-4. 
Hal.106 
18
 Ibid. Hal. 107  
19
 Ibal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 
Hal. 186   
20
 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2010). Cet ke-6. Hal. 183  
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c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-
peraturan, dan sebagainya.  
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi 
responden terhadap permasalahan dalam penelitian. 
d. Studi kepustakaan  
Peneliti mengambil buku-buku yang ada di kepustakaan sebagai 
referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti oleh 
peneliti.  
7. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara 
deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, 
maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat di 
gambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 
akhirnya.  
8. Metode Penulisan 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 
a. Deduktif, yaitu menggambarkan data-data atau kaidah-kaidah yang 
bersifat umum kemudian di analisa dan mengambil kesimpulan secara 
khusus. 
b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus 
penelitian ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. 
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c. Deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan subjek dan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa sehingga dapa 
ditarik kesimpulannya. 
 
C. Sistematika Penulisan 
Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematik dan 
mempermudah bahasa serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus 
memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut 
mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka 
penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
Bab I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, pokok masalah, Tujuan 
dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan 
 Bab II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Berisi penjelasan gambaran umum lokasi terjadinya pernikahan 
seorang istri sebelum adanya talak dari suami yang sah   
 Bab III : TINJAUAN TEORI 
Bab ini berisikan tentang pengertian pernikahan,  
 Bab IV : HASIL PENELITIAN 
Penjabaran tentang hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam 
terhadap pernihakan wanita yang di talak di luar pengadilan. 
 Bab V : PENUTUP 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Desa / Kelurahan Beringin Jaya 
Sejarah awal terbentuknya Kelurahan Beringin Jaya adalah dimulai 
dari kedatangan ekstran transmigasi pada tahun 1969 pada masa Presiden 
Soeharto. Kedatangan awal pada tahun 1967 sebanyak 99 kepala keluarga, 
lalu pada tahun 1970 dan 1971 ada 100 kepala keluarga yang datang kembali. 
Sebelum menjadi Desa dan memiliki nama resmi, kelurahan Beringin Jaya 
pernah terlibat sengketa lahan dengan penduduk asli yaitu penduduk Teratak 
Air Hitam yang memperebutkan lahan persawahan yang menjadi hak Teratak 
Air Hitam. Namun, sengketa tidak berlangsung lama yang kemudian 
diselesaikan oleh 3 desa yaitu Pangean, Binjai dan Teratak, yang kemudian 
menjadi inspirasi nama yaitu Trijaya yang berarti kemenangan 3 desa.  
Lalu pada 9 september 1972 terjadi serah terima antara pihak 
transmigrasi kepada kepala daerah Indragiri Hilir dengan bergabung di 
Kecamatan Kuantan Tengah pada masa pemerintahan Bapak Zulharion,  S.H. 
Pada saat serah terima ini hanya ada 158 kepala keluarga yang seharusnya ada 
299 kepala keluarga. Hal ini terjadi karena banyak keluarga yang kembali 
meninngalkan Beringin Jaya sebelum proses serah terima terjadi.  
Pada tahun 1972 tersebut Trijaya berubah nama menjadi Beringin 
Jaya, karena pada saat itu mayoritas dari penduduk memilih partai Golkar 
yang memiliki lambang pohon beringin sehingga menjadi inspirasi pada saat 
itu. Pada awa terbentuk Beringin Jaya dipimpin oleh kepala kampung bernama 
16 
 
Bapak Purnomo Widodo, yang kemudian pada tahun 1978 dilakukan 
pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Asmareja. Namun, 
karena faktor usia yang sudah lanjut maka jabatan sebagai kepala desa tersebut 
dilimpahkan kepada Bapak Muladi Gunadi Mulya yang menjabat menjadi 
kepala desa pada tahun 1978 – 1981.  
Pada 1 Januari 1981 desa Beringin Jaya berubah menjadi Kelurahan, 
hal ini terjadi karena keadaan Desa Beringin Jaya yang berbeda dengan desa 
lainnya, yaitu bersihs, seragam dan rapi dengan pengaturan jarak rumah yang 
seragam yaitu 50 M antara rumah. Selain karena keadaan lingkungan yang 
tertata dan bersih, Desa Beringin Jaya saat itu juga mendapatkan 
keistimewaan yang diberi langsung oleh Pemerintah yaitu menjadikan nya 
sebagai kelurahan. Beberapa tahun berikutnya, pemerintah setempat 
membentuk Kecamatan Benai yang mengharuskan Kelurahan  Beringin Jaya 
pecah dari Kecamatan Kuantan Tengah. Kemudian setelah terbentuk 
Kecamatan Benai terjadi kembali pemecahan kecamatan yaitu Kecamatan 
Sentajo Raya dan Kelurahan Beringin Jaya menjadi bagian dari Kecamatan 
tersebut.  
Selama perkembangan Kelurahan Beringin Jaya sudah ada 15 orang 
pemimpin  Kelurahan Beringin Jaya yaitu : 
1. Muladi Gunadi Mulya 
2. Paimin  
3. Sardian, S.H 
4. Ibrahim, BE 
17 
 
5. Aspopi Munir 
6. Andika 
7. Rian Fitra 
8. Umar 






15. Heri Hariadi   
 
B. Letak Geografis dan Demografis 
1. Geografis  
a. Luas Wilayah dan Batas Wilayah 
Desa/kelurahan Beringin Jaya merupakan salah satu 
Desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten 
Kuantan Singingi, dimana luas wilayah lebih kurang 63 Hektar. 
Adapun batas wilayah nya terletak pada : 
1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jalur Patah 
2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jalur Patah 
3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jalur Patah 
4) Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Rawang Binjai 
18 
 
Desa/kelurahan Beringin Jaya memiliki jarak Orbitrasi yaitu 
jarak dari Desa ke Ibu Kota Provinsi lebih kurang 183 Km, lama jarak 
tempuh ke ibu kota berkisar 4 sampai  5 jam. Jarak dari Desa ke ibu 
kota kabupaten lebih kurang 16 Km, lama jarak tempuh ke kabupaten 
berkisar 20 sampai 30 menit. Jarak dari Desa ke Kantor  Camat lebih 
kurang 8 Km, lama jarak tempuh ke kecamatan berkisar 10 menit.  
Kondisi iklim Desa/kelurahan Beringin Jaya sama halnya 
dengan iklim di desa desa yang ad di wilayah Indonesia yaitu beriklim 
tropis terdiri dari musim kemarau dan penghujan dengan intensitas 
curah hujan 4650 Mm, suhu rata-rata 36 derajat celcius diketinggian 
32 Mdl. 
b.  Jumlah Fasilitas Publik dan Perangkat Kelurahan 
Fasilitas yang ada di Kelurahan Beringin Jaya terdiri dari : 
Kompleks Kelurahan, Puskesmas Pembantu ( PUSTU), Posyandu, 
PAUD/KB, TK, SD/MI, dan Rumah Ibadah. 
Tabel.II.1 
Daftar Tabel Fasilitas Publik di Desa/ Kelurahan Beringin Jaya 
 No.   Fasilitas Publik Jumlah 
1.  Kompleks kantor lurah 1 
2.  PUSTU 1 
3.  Posyandu 1 
4.  PAUD/KB 1 
5.  TK 1 
6.  SD/MI 2 
7.  SLTP/SLTA - 
8.  Rumah Ibadah 8 
Sumber :Kantor Desa/Kelurahan Beringin Jaya 
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Dari data tabel fasilitas umum di atas dapat disimpulkan 
bahwa, fasilitas publik yang terdapat di desa/kelurahan Bringin Jaya 
memiliki 1 kantor lurah, 1 pustu, dan memiliki 1 posyandu. Dalam 
fasilitas bidang pendidikan, desa ini memiliki 1 PAUD/KB, 1 Taman 
Kanak-kanak (TK), 2  Sekolah Dasar (SD) atau  Madrasah 
Ibtida’iyah (MI). Masyarakat Desa/Kelurahan Beringin Jaya adalah 
masyarakat yang religius dan mayoritas beragama Islam. Maka untuk 
menunjang peribadatan masyarakat di desa ini terdapat Musholla yang 
berjumlah 7 buah dan 1 Masjid. Masyarakat Desa/Kelurahan Beringin 
Jaya aktif dalam melakukan kegiatan keagamaan, seperti peringatan 
hari besar, wirid, pengajian rutin.  
Tabel. II.2 
Dafftar Tabel Struktur Organisasi Desa/ Kelurahan Beringin 
Jaya 
No. Struktur Organisasi Jumlah 
1.  Lurah 1 Orang 
2. Sekretaris Lurah 1Orang 
3. Kepala Seksi 4 Orang 
4. Staff 4 Orang 
5. Kepala Lingkungan 3 Orang 
6. Ketua RW 6 Orang 
7. Ketua RT 15 Orang 
Sumber :Kantor Desa/Kelurahan Beringin Jaya 
Dari data tabel struktur organisasi di atas dapat disimpulkan 
bahwa, struktur organisasi desa/kelurahan Bringin Jaya terdiri dari 
Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi Staff, Kepala Lingkungan, 




2. Demografis  
Pada akhir tahun 2021, penduduk desa/kelurahan Beringin Jaya 
terdiri dari 643 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 
2245 Jiwa. Mayoritas penduduk di desa/kelurahan Beringin Jaya adalah 
suku jawa, karena Desa/Kelurahan Beringin Jaya merupakan Desa eks-
trans. Mayoritas penduduk Desa/Kelurahan Beringin Jaya bermata 
pencaharian sawit dan karet. Laju pertumbuhan penduduk 0,1% pertahun, 
tingkat kematian bayi 0%, dan tingkat kematian ibu hamil atau melahirkan 
0%. Rata-rata tiap keluarga terdiri atas 2 sampai 5 anggota keluarga.  
Tabel. II.3 
Daftar Tabel Jumlah Penduduk di Desa/ Kelurahan Beringin Jaya 
NO Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki-laki 1168 Jiwa 
2. Perempuan 1077 Jiwa 
3. Jumlah Total Penduduk 2245 Jiwa 
         Sumber :Kantor Desa/Kelurahan Beringin Jaya 
Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 1168 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 






1. Terminologi Pernikahan  
Jika di rekonstruksi secara bahasa, pernikahan merupakan bentuk 
mashdar dari kata kerja  نكاحا -نكحا  –ينكح  –نكح  bermakna mengawini.
21
 Kata 
nikah merupakan bentuk kata pengganti atau pengibaratan untuk 
melakukan hubungan seksual.
22
 Atau menurut Taqiyuddin dalam Kifayatul 
Akhyar, kata nikah di artikan bersatu atau berkumpul.
23
 
Dari rekonstruksi bahasa di atas, kemudian para ahli merumuskan 
pernikahan secara istilah sebagai: 




Artinya:“sebuah akad yang menjadikan kebolehan untuk bersenang-
senang dengan isteri, bersetubuh, bergaul, mencium, bergabung 




Dari pemberian istilah menurut wahbah zuhaily di atas, maka 
secara konkrit pernikahan merupakan bentuk legalitas syara’ pada setiap 
penganutnya untuk melakukan perbuatan Watha’
25
 melalui mekanisme 
yang dibenarkan oleh syara’ yaitu dengan jalur akad pernikahan. Sehingga, 
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Ma’rifah,tt), hal. 192  
23
  Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi as-Syafi’I,  
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  Wahbah Zuhaili, Op.Cit., hal. 29  
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 Watha’ dalam istilah fikih di sebut sebagai hubungan bersenggama antara suami dan 
istri. Lihat Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, hal. 501 
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maksud dari penciptaan manusia dengan budidaya akal dan hawa nafsu 
dapat sinkron dan logis. Karena pada konsep awalnya, hukum yang telah 
di sediakan atau di tetapkan oleh agama sesuai dengan kebutuhan atau 
tujuan penciptaan manusia. 
Jika menurut syara’ pernikahan adalah sebuah akad legalitas 
penyaluran hasrat yang bersifat seksual guna membangun peradaban. 
Maka, istilah pernikahan dalam hukum positif juga tidak jauh berbeda, hal 
ini dapat kita amati dari pendefenisian pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
26
 
bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau 
Mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah.
27
 Sedangkan menurut ahli hukum perdata Prof. 
Subekti, S.H. mendefenisikan pernikahan dalam pokok-pokok Hukum 
Perdata sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang 
perempuan untuk waktu yang lama.
28
  
Dari rekonstruksi bahasa dan perumusan istilah kata nikah 
menurut syara’, ulama dan hukum positif di atas. Maka,  penulis 
menyimpulkan bahwa nikah merupakan salah satu sarana legal dari Allah 
pada makhluknya untuk menyalurkan hasrat seksualitas serta guna 
membangun peradaban dengan berbagai akibat hukum yang timbul dari 
perbuatan pernikahan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Tihami dan 
Sohari yang menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ceremony sakral 
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 Subekti, Pokok-okok Hukum Perdata,  Cet. Ke-31, (Jakarta:Inter Masa, 2003), hal. 23   
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guna membangun ikatan lahir batin antara suami dan isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 




2. Landasan Hukum Pernikahan 
Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, telah di atur oleh 
oleh Allah sebagai tuhan yang maha sempurna. Setiap perbuatan itu akan 
mengandung kebaikan atau keburukan dan hasil dari kandungan itu 
merupakan bentuk manifestasi pahala dan dosa. Perihal ini telah di 
beritakan oleh Allah dalam kalamnya pada surah al-Zalzalah ayat 6 yang 
kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwa setiap kita akan 
diperlihatkan catatan amal yang kemudian amal itu akan memberikan 
kebahagiaan atau kesengsaraan (surga dan neraka).
30
  
Ayat ini juga berlaku pada pernikahan. Karena perikahan 
merupakan perbuatan para makhluk Allah. Maka, sepantasnya pernikahan 
itu memiliki hukum, sehingga pernikahan itu melahirkan beberapa akibat. 
Adapun dasar atau landasan pernikahan, dapat dikategorikan menjadi dua 
jenis, yaitu landasan hukum secara syar’I atau agama dan landasan hukum 
pernikahan secara undang-undang atau peraturan yang telah di tetapkan 
oleh Pemerintah sebagai pemimpin satu negeri. Berikut penulis uraikan 
dasar hukum tersebut : 
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 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), 
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 8  
30
 Lihat Ismail bin Katsir, Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir, alih bahasa oleh M. Abdul 
Ghoffar E.M, abdurrahim Mu’thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-XXX, (Bogor:Pustaka Imam 
Syafi’i,2004), hal. 522  
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a. Hukum Syar’i 
1) al-Qur’an Surah an-Nur ayat 32 
ِلِحنَي ِمْن ِعَبادُِكْم  َوأَنِكُحوا۟   َىم ِمنُكْم َوٱلصَّم ۟ۚٱأْلََيَم َمآئُُِكْ
ِ
ٓ۟ يَُكونُوا۟  ِإن َوا ُ فُقََرا َء يُ ْغِنِهُم ٱَّللَّ
ۦ۟ۗ ِسٌع َعِليمٌ  ِمن۟فَْضِِلِ ُ وَم  َوٱَّللَّ
Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan 
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui”. 
 
2) al-Qur’an Surah ar-Ruum ayat 21 
ْن أَنُفِسُكْم َأْزوَم   ِّتَْسُكنُٓوا۟ َوِمْن َءايَمِتِهۦٓ َأْن َخَلَق َلُكم مِّ َها َوَجَعلَ  ًجا۟ل َودًَّة  ِإَلي ْ َنُكم مَّ بَ ي ْ
ًة۟ۚ ُرونَ  َوَرْْحَ ِلَك َلَءايَمٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَّ  ِإنَّ ِِف ذَم
Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. 
 
3) Hadis Riwayat Imam Bukhori yang di kutip oleh al-Hafiz Ibnu 
Hajar al-Asqolani 
ْج فَإِنَّهُ  بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ َأَغضُّ لِْلَبَصِر يا َمْعَشَر الشَّ
 ٌٌ َلَْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِه َِبلصَّْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاءَوَأْحَصُن لِْلَفرِْج َوَمْن 
 
Artinya:“Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup 
menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih 
menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 
Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah 
karena puasa itu obat pengekang nafsunya”(HR.Bukhari 
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  Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adillatil 
Ahkam, (Saudi Arabia:Darul Qobsi, 2014), hal. 374 
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4) H.R. Bukhori dan Muslim 
َد َاَّللََّ , َوأَثْ ََن َعَلْيِه , َوَقاَل :  َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك رضي هللا عنهَأنَّ اَلنَِّبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َحَِ
, َوَأُصوُم َوأُْفِطُر , َوأَتَ َزوَُّج اَلنَِّساَء , َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِِّت  َوَأََنمُ ََن ُأَصلِّي أَ  َلِكنِّ 
َفٌق َعَلْيهِ   فَ َلْيَس ِمنِّ ُمت َّ
Artinya:”Dari Anas Ibnu Malik  Radliyallaahu 'anhu bahwa 
Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah 
dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, 
berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. 





3. Syarat dan Rukun Pernikahan 
Untuk mencapai predikat sah atau batal dalam melakukan 
perbuatan. Islam telah menetapkan aturan atau koridor bagi setiap 
perbuatan yang mengandung konsekuensi hukum. Istilah aturan atau 
koridor dalam ilmu fiqih disebut sebagai rukun dan syarat. Perbedaan 
rukun dan syarat dalam fiqih sangat tipis. Sebagaimana dituturkan oleh 
Abdul Hamid dalam kitabnya ushul fiqh menjelaskan bahwa perbedaan 
rukun dengan syarat hanyalah tempat pemberlakuannya. Jika rukun 
merupakan aturan yang terkandung dalam perbuatan. Maka, syarat 
merupakan aturan yang berada di luar perbuatan.
33
 
Aturan dan koridor (rukun dan syarat) juga terdapat dalam 
pernikahan. Hal ini semakin menguatkan bahwa pernikahan merupakan 
bentuk perbuatan yang mengandung hukum, sehingga diperlukan aturan-
aturan, kriteria-kriteria atau koridor guna memastikan keabsahan perbuatan 
tersebut secara syar’i. Adapun rukun dan syarat pernikahan tersebut ialah:  
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 Abdul Hamid Hakim, Mabadi awwaliyah,(Jakarta:Sa’adiyah Putra, tt), hal. 6   
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a. Calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan 
b. Wali dari pihak perempuan 
c. Dua orang saksi yang adil 
d. Sighat ijab dan qobul dari wali wanita dan mempelai pria.34 
Dalam sumber yang berbeda, al-Hamdani mengutip pendapat 
imam Syafi’I dalam menetapkan rukun pernikahan. Sehingga, ia 
mencantumkan ada lima rukun dalam pernikahan, dengan cara 
memisahkan posisi mempelai pria dan wanita. Sehingga menurutnya rukun 
perkawinan itu sebagai berikut: 
a. Calon suami  
b. Calon isteri 
c. Wali 
d. Dua orang saksi  
e. Ijab dan qobul35 
Jika dalam rukun dan syarat di atas mengandung lima rukun. Hal 
senada juga di ungkapkan oleh Imam Malik. Dalam fikih Maliki, rukun 
pernikahan juga terbagi menjadi lima. Namun, beliau tidak menjadikan 
saksi sebagai rukun pernikahan. Melainkan, Beliau menetapkan mahar 
sebagai rukun pernikahan. Sehingga, Rukun pernikahan menurut mazhab 
Maliki ialah sebagai berikut:
36
  
                                                 
34
 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 
1999), hal.64 
35
 H.S.A. al-Hamdani, risalah nikah, alih bahasa oleh  Drs. H. Agus 
Salim,(Jakarta:Pustaka amani, 2002), hal. 67 
36
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 
2003), hal. 8. 
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a. Calon suami  
b. Calon isteri 
c. Wali 
d. Mahar  
e. Ijab dan qobul 
Perbedaan mendasar terdapat dalam pendapat imam Hanafi. 
Dalam menetapkan rukun, beliau tidak mencantumkan hal yang sama 
dengan mayoritas ulama lainnya. Yang mana, dalam mazhab Hanafiyah, 
rukun pernikahan hanya dua, yaitu ijab dan juga qobul.
37
 Pendapat Imam 
Hanifaj memang berbeda dari pendapat jumhur ulama. Akan tetapi, 
menurut penulis ini adalah hal yang lumrah dalam berijtihad, karena 
perbedaan persepsi dalam memahami nash berdasarkan konsep atau 
metode ijtihad yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dari rukun 
nikah di atas maka para ulama memberikan syrat di tiap-tiap rukun sebagai 
berikut: 
a. Calon Suami, syarat-syaratnya: 
1) Beragama Islam 
2) Laki-laki 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat memberikan persetujuan 
5) Tidak terdapat halangan pernikahan. 
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 Wahbah Zuhaili, Op.Cit.,hal. 36 
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b. Calon Istri, syarat-syaratnya: 
1) Beragama Islam 
2) Perempuan 
3) Jelas orangnya 
4) Dapat dimintai persetujuan 
5) Tidak terdapat halangan pernikahan 
c. Wali Nikah, syarat-syaratnya: 
1) Laki-laki 
2) Dewasa 
3) Mempunyai hak perwalian 
4) Tidak terdapat halangan perwalian 
d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya: 
1) Minimal dua orang laki-laki 
2) Hadir dalam ijab qabul 
3) Dapat mengerti maksud akad 
4) Islam 
5) Dewasa 
e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 
3) Memakai kata-kata nikah, tazwīj atau terjemahan dari kedua kata 
tersebut 
4) Antara ijab dan qabul bersambungan 
 29 
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram 
haji/umrah 
7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu 
calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua 
orang saksi. 
Rukun dan syarat di atas, merupakan aturan, kriteria atau koridor 
yang mesti di penuhi dan di tepati pada saat dan sebelum pernikahan itu 
berlangsung. Artinya, apabila salah satu dari rukun atau syarat di atas 
belum atau tidak terpenuhi. Maka, pernikahan itu belum dapat di katakana 




4. Problematika Pernikahan Di Indonesia 
Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan 
merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ditambahkan 
bahwa, perkawan akan di katakana sah jika dilaksanakan menurut 
ketentuan aturan agama masing-masing serta tercatat berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku. Namun, seiring perjalanan waktu, 
ketentuan yang berlaku di Indonesia ini, nampaknya menemukan berbagai 
persoalan yang menyita perhatian dari berbagai kalangan. Baik dari 
                                                 
38
 Lihat penjelasan Abdul Hamid Hakim Dalam Bukunya Mabadi Awwaliyah juz-I yang 
menjelaskan pengertian sah dan batal pada hal. 6  
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kalangan tokoh agama, pemuka masyarakat maupun dari pemerintahan 
sebagai pencetus peraturan.  
Penulis telah merangkum beberapa persoalan yang eksis dalam 
ranah pernikahan di Indonesia. Persoalan tersebut timbul akibat peraturan 
perundang-undangan maupun karena peraturan agama dan juga adat yang 
ada di beberapa sentrao negeri. Berikut penulis paparkan beberapa 
persoalan tersebut: 
a. Pernikahan beda agama 
Problematika pernikahan beda agama, merupakan persoalan 
yang hingga kini masih eksis dalam isu nasional. Meliala dalam 
bukunya menyebutkan bahwa pernikahan beda agama adalah persoalan 
yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama. Namun dalam keadaan 
tertentu, Kristen Katolik, Protestan dan Budha maupun Kong Hu Cu 
memberikan kelapangan bagi mereka yang ingin menikah dengan 




Problematika nikah beda agama merupakan persoalan yang 
sudah sangat jelas dalam aturan islam. Dimana islam sangat 
mengharamkan pernikahan beda agama ataupun keyakinan ini. 
Sebagaimana firman allah dalam surah al-Baqoroh ayat 221. Hal ini 
kemudian di akomodir oleh peraturan perundang-undangan, dengan 
ungkapan “pernikahan sah bila dilangsungkan dengan peraturan 
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 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Bandung: Nuansa Aulia, 
2012), hal. 98  
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keyakinan atau agama masing-masing”. Artinya hukum islam telah 
mutlak melarang dan memberikan penekanan yang pasti mengenai 
persoalan ini. Akan tetapi, dalam literature kemasyarakatan Indonesia, 
pernikahan beda agama masih menjadi persoalan alot, lantaran 
eksistensi peraturan yang tidak mengikat dan memberikan kepastian 
hukum.  
b. Pernikahan Sirri 
Secara singkat, pernikahan sirri ialah pernikahan dengan 
keadaan syarat ataupun rukun yang belum cukup atau masih kurang.
40
 
Namun, dalam istilah ke-Indonesiaan, pernikahan sirri adalah 
pernikahan yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah 
dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi 
lain yang sah.
41
 Pernikahan sirri telah ada sejak zaman Umar bin 
Khattab. Namun, seiring berjalan waktu, pernikahan ini kemudian 
menjelma kedalam beberapa bentuk yang bila di cermati, pernikahan 
sirri dalam masyarakat ini merupakan derivasi pernikahan sirri zaman 
umar. Akan tetapi, kekurangan pada pernikahan sirri ini terletak pada 
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 Wawan Gunawan Abdul Wahid “Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah 
Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari‟ah)”, Musawa Vol. 12 No. 
12, hal. 221. 
41
 Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 tahun 2010 tentang Nikah Sirri, 
hal. 4 
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c. Nikah Mut’ah 
Nikah mut’ah atau nikah kontrak adalah jenis pernikahan 
yang kini tengah berkembang biak di tengah masyarakat terlebih pada 
kawasan wisata. Nikah mut’ah atau nikah kontrak pada dasarnya sudah 
termasuk kedalam perbedaan ideologi dalam agama. Pernikahan ini di 
anut oleh sebagian besar kaum syi’ah yang menyimpang dari ajaran 
yang halus. Secara terminology nikah mut’ah adalah pernikahan 
berjangka waktu. Dimana dalam pelaksanaan pernikahan ini berakad 
dengan menyebutkan lama atau masa perkawinan yang berlaku.
42
 
d. Pernikahan usia dini 
Pernikahan selanjutnya ialah pernikahan dengan rentang usia 
dibawah ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut undang-
undang perkawinan di Indonesia, perkawinan baru dapat 
dilangsungkan jika pasangan suami isteri telah berusia minimal 19 
tahun.
43
 Problematika ini muncul dari gerakan kaum feminisme yang 
memperjuangkan hak-hak perempuan. Karena menurut gerakan ini, 
pernikahan dini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini 
di sebbakan oleh pernikahan pada usia dini dapat menghambat 
pendidikan dan karir serta memiliki resiko yang tinggi terhadap 
persoalan reproduksi.  
 
 
                                                 
42
 Beni Ahmad, Fiqh Munakahat I, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), hal. 55 
43
 Pasal 7 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang no. 1 
tahun 1974 
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e. Nikah Wisata  
Pernikahan ini merupakan pernikahan yang dilakukan 
menurut rukun dan syarat. Namun, dalam akad di niatkan untuk 
sementara. Sebagai bentuk pemenuhan hasratnya selama berwisata.
44
 
Pernikahan sejenis ini lebih spesifik mengarah pada pernikahan secara 
kontrak. Namun, dalam akadnya terdapat perbedaan dan tujuan 
pelaksanaan pernikahan tersebut. 
 
B. Thalaq 
1. Pengertian Thalaq 
Secara bahasa, talaq berarti  و التركاالرسال  (memutuskan dan 
meninggalkan).
45
 Secara syara’. Thalaq dimaknai sebagai pelepasan 
hubungan atau ikatan pernikahan.
46
 Dalam corak pemikiran lain, wahbah 
zuhaili memahami thalaq sebagai pemutusan akad pernikahan sehingga 
mereka tidak lagi halal untuk bersama kecuali setelah ada kata kembali 
atau pernikahan ulang jika terjadi pada perpisahan yang ketiga.
47
 
Dalam perspektif islam, thalaq merupakan sebuah keputusan atau 
jalan terakhir yang diambil untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga 
atau pernikahan. Thalaq dihukumi mubah sebagaimana kata imam syafi’I 
dalam kitabnya al-Umm.
48
 Kendati Thalaq adalah perbuatan yang boleh 
untuk dilaksanakan. Namun, dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan 
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 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, hal. 355  
45
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jil- II 
46
 Ibid.,   
47
 Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam Wa Adillatuhu.  
48
 Imam Muhammad Idris as-Syafi’I, al-Umm, Jil-VI, (tt: Darul Wafa, 2001), hal. 457  
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bahwa Thalaq merupakan salah satu perbuatan yang boleh. Namun, 
memiliki ketercelaan karena dibenci oleh Allah.
49
 
Thalaq merupakan sebuah langkah yang dimiliki oleh seorang 
laki-laki untuk memberikan pelajaran atau bahkan sebuah bentuk keputus 
asaan terhadap seorang isteri. Hal ini sejalan dengan ungapan imam syafi’I 
dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa thalaq merupakan sebuah pilihan 




Dasar kebolehan melakukan thalaq telah terungkai dengan jelas 
dan rapi dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Berikut penulis sajikan dalil 
tentang kebolehan melakukan thalaq: 
a. Al-Qur’an surah al-Baqoroh ayat 229 
ِمَّا  الطَََّلُق َمرَََّتِن َفِإْمَساٌك ِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسانٍ  وا  ُذ ََتُْخ ْن  َأ ْم  ُك َل لُّ  ََيِ َوََل 
ا  ًئ  ْ ي َش نَّ  وُه ُم ُت  ْ ي  َ ت َلَّ آ َأ ْم  ُت ْف ِخ ْن  ِإ َف  ۖ َّللَِّ  ا وَد  ُد ُح ا  َم ي ِق ُي َلَّ  َأ ا  َف ََيَا ْن  َأ َلَّ  ِإ
َّللَِّ  ا وُد  ُد ُح َك  ْل ِت  ۗ ِه  ِب ْت  َد َت  ْ ف ا ا  َم ي ِف ا  َم ِه ْي َل َع اَح  َن ُج ََل  َف َّللَِّ  ا وَد  ُد ُح ا  َم ي ِق ُي
ۚ ا  وَه ُد َت ْع  َ ت ََل  لِ  َف ظَّا ل ا ُم  ُه َك  ِئ ولَم ُأ َف َّللَِّ  ا وَد  ُد ُح دَّ  َع  َ ت  َ ي ْن  َم ونَ َو  ُم
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan 
cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali 
sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir 
bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 
tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus 
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 
Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”
51
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b. Al-Qur’an surah ath-Thalaq ayat 1 




۟ۖ أ َُُّكْ َ۟رب َ َّللَّ
 
ََل  أ
ِ۟من۟  رُِجوُهنَّ ٓ۟ َوََل بُ ُيوِِتِنَّ  ُُتْ ّلَّ
ِ
ُرْجَن۟ا نٍَةَ۟ۚأن ََيِْتنَي ِبفَم  ََيْ بَيِّ َ۟ۚوتِْلَك  ِحَشٍة۟مُّ ِ َوَمن  ُحُدوُد۟أ َّللَّ
ِلَك أَْمرًا نَْفَسُهۥ۟ۚيَ تَ َعدَّ ُحُدوَد ٱَّللَِّ فَ َقْد ظََلَم  َ َُيِْدُث بَ ْعَد ذَم  .ََل َتْدرِى َلَعلَّ ٱَّللَّ
Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-
hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui 





c. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah melalui 
riwayat Ibnu Umar  
 ِإََل اَّللَِّ تَ َعاََل الطَََّلقُ أَبْ َغُض اْلَََْلِل 
Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.”
53
 
2. Syarat Dan Rukun Thalaq  
Dalam melaksanakan thalaq atau melangsungkan perkara thalaq, 
para suami setidaknya harus memperhatikan syarat dan juga rukun thalaq, 
agar thalaq tersebut dapat menjadi benar dan  sesuai dengan maksud 
syariat. Berikut syarat dan rukun thalaq tersebut: 
a. Muthalliq 
Rukun pertama thalaq ialah adanya suami yang mengucapkan 
thalaq atau dalam bahasa arab disebut sebagai muthalliq. Syarat suami 
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atau Muthalliq ialah baligh dan ia telah berakal. Sehingga, thalaq tidak 
akan sah apabila tidak di ucapkan oleh suami atau sang suami masih 
anak-anak. 
b. Niat atau qoshd 
Sebuah perbuatan tidak akan sah dan berlaku jika niat atau 
kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sheingga, setelaha 
da suami, rukun dan syarat kedua untuk melangsungkan thalaq ialah 
adanya niat menyengaja untuk menthalaq.  
c. Isteri Yang Di Jatuhi Thalaq 
Seseorang tidak akan dapat menjatuhkan thalaq jika tidak 
dijatuhkan pada isterinya.  
d. Dalam mazhab syafi’I di syaratkan tempat atau wilayah tempat 
pengucapan thalaq 
e. Ta’lik Thalaq.54 
3. Jenis-jenis Thalaq 
Thalaq dapat di klasifikasikan ke dalam tiga bentuk menurut 
waktu di ucapkan talaq tersebut. Adapun jenis-jenis nya ialah: 
a. Thalaq Sunni  
Thalaq ini adalah jenis thalaq berdasarkan waktu di 
ucapkannya sesuai dengan tuntunan syara’ ataupun aturan agama. 
Thalaq ini memiliki tiga syarat yaitu: 
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1) Isteri yang akan di thalq telah digauli. Artinya isti yang belum di 
gauli lalu di thalaq, bukan termasuk jenis thalaq sunni. 
2) Isteri dalam keadaan suci 
3) Suami tidak menggauli isteri pada masa suci 
b. Thalaq Bidh’i 
Jika thalaq sunni  adalah jenis thalaq yang sesuai atau 
memnuhi aturan syara’. Maka thalaq bidh’i merupakan kebalikan dari 
thalaq sunni. Dimana thalaq bidh’i di ucapkan tidak sesuai dengan 
aturan agama. Thalaq bidh’i memiliki beberapa kriteria diantaranya:  
1) Thalaq di jatuhkan atau di ucapkan pada saat isteri sedang haid 
2) Suami bergaul dengan isteri pada masa suci saat hendak 
mengucapkan thalaq 
Jika jenis thalaq di atas di klasifikasikan berdasarkan waktu, 
maka thalaq juga dapat di bedakan ke dalam beberapa bentuk jika di 
tinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan 
sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai 
berikut: 
1) Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang 
jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai 
seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.  
2) Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata 
sindiran, atau samar-samar 
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Selanjutnya thalaq juga dapat di kelompokkan kedalam dua 
jenis berdasarkan bilangan atau jumlah seseorang menthalaq isterinya. 
Dua thalaq itu ialah: 
c. Thalaq Raj’i. thalaq ini merupakan jenis thalaq yang dapat meminta 
kembali rujuk atau pulang kepada isteri. Thalaq ini dijatuhkan  suami  
terhadap  isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena 
memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan 
atau yang kedua kalinya.
55
 
Thalaq Raj’i merupakan bentuk thalaq yang sering 
dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya. Thalaq ini biasanya di 
ucapkan dengan ungkapan thalaq satu ataupun thalaq dua dalam 
kehidupan rumah tangga. Spesialnya, thalaq ini merupakan bentuk 
thalaq yang dapat kembali pada mantan isteri tanpa pembaruan akad 
nikah, dan ia boleh bergaul kembali dengan isterinya. Aturan ini hanya 
berlaku bagi thalaq Raj’i.
56
 
d. Thalaq Ba’in 
Ibnu Hazm mengatakan bahwa thalaq ba’in adalah thalaq 
yang jumlahnya telah sempurna sebanyak tiga kali.
57
 Thalaq ba’in 
adalah jenis thalaq atau ungkapan cerai dari seorang laki-laki sebanyak 
tiga kali perceraian atau perpisahan. Thalaq ini terbagi menjadi dua 
yaitu thalaq ba’in sughra dan kubro. 
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Ba’in sughra menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap 
isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin 
kembali dengan bekas isteri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan 
akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa iddahnya 
maupun sesudah berakhir masa iddahnya.  
Adapun ba’in kubro menghilangkan pemilikan bekas suami 
terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk 
kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu 
kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan dengan suami 
kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai 
menjalankan iddahnya. Sebagaimana firman allah : 
                       
                    
                   
                      
             
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu 
dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka 
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang 
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
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hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 




Dalam ayat tersebut mengandung makna bahwasanya thalaq 
yang dapat di ruju’ kembali hanyalah dua kali. Adapun untuk 
selebihnya, maka syariat menyatakan bahwa bekas suami yang telah 
menthalaq isterinya tiga kali. Lalu ingin kembali merujuk bekas 
isterinya, maka san isteri dibebankan atau si syaratkan untuk menikah 




4. Thalaq Di Indonesia 
Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang No. 01 
Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni untuk mempersulit terjadinya 
perceraian (pasal 39), maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang No. 
03/2006 Pasal 65, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 115). 
Perceraian merupakan jalan terakhir dalam upaya penyelesaian 
sebuah permasalahan rumah tangga. Usaha ini akan di ambil, jika kedua 
belah pihak tidak mencapai kata damai dalam penyelesaian sengketa 
rumah tangga. Usaha perceraian telah di tetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan pada satu badan hukum yang dibentuk oleh 
pemerintah, yang kemudian disebut sebagai badan peradilan agama.  
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Dalam pasal 2 undang-undang No. 7 Tahun 1989, dijelaskan 
bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 
perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.
60
 Peradilan 
agama merupakan satu badan yang berfungsi untuk  memeriksa, memutus, 




Dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang di atas, peradilan agama hanya memangku beberapa kasus saja. 
Sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 
Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 
bahwa kewenangan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan 




d. Hibah;  
e. Wakaf; 
f. Zakat;  
g. Infaq; 
h. Shadaqah;  
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(Jakarta: Pranada Media Group, 2016),hal. 9  
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i. Dan Ekonomi Syari'ah.62 
Peradilan agama memiliki hak penuh untuk menerima, 
memeriksa dan mengadili perkara-perkara di atas pada tingkat pertama. 
Artinya setiap perkara di atas jika terjadi di tengah-tangah masyarakat. 
Maka, kewajiban masyarakat ialah untuk mengadu dan menyelesaikan 
persoalan itu pada badan yang telah di tunjuk oleh Negara untuk 
menyelesaikannya. Tanpa terkecuali pada kasus perceraian.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan dan analisa penulis tentang bagaimana 
tinjauan hukum islam terhadap pernikahan wanita yang di talak di luar 
pengadilan di Desa/Kelurahan Beringin Jaya, Kec. Sentajo Raya, Kab. 
Kuantan Singingi ini menimbulkan beragam pendapat dan reaksi. Maka 
penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil 
penelitian tersebut sebagai berikut : 
1. Bahwa perceraian di luar pengadilan yang terjadi di desa atau kelurahan 
Beringin Jaya kec.Sentajo Raya, kab. Kuantan Singingi itu terjadi karena 
kurangnya nafkah lahir dan batin dan juga disebabkan karena pengaruh 
media sosial yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan perceraian. 
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan wanita 
yang di talak di luar pengadilan disebabkan oleh: nafkah yang tidak 
terpenuhi, karena sosial media, perselingkuhan dan KDRT. 
3. Dari penjelasan yang penulis kemukakan, maka penulis menyimpulkan 
Pernikahan wanita yang di talak di luar pengadilan tidak sah jika belum di 





Adapun saran-saran yang menurut penulis penting diperhatikan adalah : 
1. Bagi pasangan suami istri hendaklah saling mengerti dan memahami satu 
dengan yang lainnya. Utamakan saling berkomunikasi dengan baik, jika 
ada masalah hendaklah menyelesaikan secara kepala dingin, jangan di 
tunda untuk menyelesaikan supaya terhindar dari hal hal yang 
menyebabkan keretakan rumah tangga. 
2. Disarankan kepada lurah Beringin Jaya, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan 
Singingin hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa 
perceraian diluar pengadilan itu tidak sah secara hukum dan bertujuan 
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